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a.

BUPATI LUwy
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH EKABUPATEN LUWU
o TaEA 19

BUPATI LUwu,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pagal 152 dan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beb
tang Perubahan Kedua Atas Undang-q 1

Luwu Tahun Anggaran 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
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1. Undang-Undang Nomo- 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembarapn Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia n 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569); sk e

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyel g
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 3851); 2
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuar
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan,
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia T
Nomor 4400); %
7. Undarg-Undang Nomor 25 Tahun
Republik Indonesia Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomecr 33
(Lembaran Negara Republik
9. Undang-Undang Nomor 28
[ndonesia Tahun 2009 Nom:
10. Undang-Undang Nom
Republik Indonesia *
. Undang-Undang N
Tahun 2004 n
beberapa ka
Nomor 23
Tambahan L

h dan Bebas dari Korupsi Kolusi
ahan Lembaran Negara Republik

blik Indonesia Tahun 2003

1

—
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lerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pen
Daerah (Lembaran Negara Republik |

ndonesia ~ahun 2001 Nomor
1es1a Nomor 4090)

ran Femerintah Nomor 24 Tahun 2004 wen
)PRD (Lembaran Negara Republik Indo

0) sebags:

&

gawasan atas Penyelenggzraan
41, Tambahan Lembaran Negara

tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
nesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
aimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tenta;
ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Yedudukan Pro:okoler dan

Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2

Republik Indonesia Nomor 4540);

erintat
ublik

02) .

ng Perubahan

Kevangan Pimpinar dan
005 Nomor 94, Tambahan
1 Nommor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolzan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembezran
Indonesia Tzhun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia
raturan Pemerintah Nom

or 54 Tahun 2005 tentan
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara R

16. Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2005 N

g Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
epublix Indionesia Nomor 4574);

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 137, Tambahan Lembarzn Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Ir-formasi Keuangen Daerah (Lemba-an Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambah

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negarz Repubiik Indoresia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200

5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanaln
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Reoublik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lr}stansi Pe:_nerintah [Lemb?.ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemb:

17

18.

19.

20.

aran Negara Republik Indonesia Nomor 5165';
22, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan D.aera.h [L;embare..n Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negarz Republik Indonesia Nomor 6322);
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23. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberasa kali terakhir dengan Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Pzraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1- Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Penda . dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemben ] Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahur lbahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk : 5

26. Peraturan Daerah Xabupaten Luwu Nomor 12 Takun 2018 mﬁang Pok

27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 20 nte
Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018;

28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 116 Tahun 2018 ten
Daerah Kebupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.

Dengan Persetu

DEWAN PERWAEKILAN R

netapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAN
DCAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in: yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Bupati adalah Bupati Luwu,

3. Pemerintahan Dzerah adalah penyelenggaraan wurusan

pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutya dis
Daerah yang ditetapkan dengar. Perda. 1

a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebi
¢. Laporan Operasional;

d. Laporan Pe-ubahan Ekuitas;

e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas;

g. Catatan atzs laporan keuangan,
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in: yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu,
3. Pemerintahan Dzerah adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh peme_ri;ntah da_eral: dan dewan
perwakilan rakyat daeran menurut asas otonomi dan tugas pembartuan dengan prin
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia i
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepalz daerah sebagai unsur pen;
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah cte
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis
Daerah yang ditetapkan dengar. Perda. i

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaar APBD b
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebs
¢. Laporan Operasional;
d. Laporan Pe-ubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas;
g. Catatan atzs laporan keuangan,
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in: yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Bupati adalah Bupati Luwu,

3. Pemerintahan Dzerah adalah penyelenggaraan wurusan

pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutya dis
Daerah yang ditetapkan dengar. Perda. 1

a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebi
¢. Laporan Operasional;

d. Laporan Pe-ubahan Ekuitas;

e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas;

g. Catatan atzs laporan keuangan,
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Bagian Ketiga
Laporan Operasional

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf untux tahun yang be-zlchir sampai dengan
31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut

a. Pendapatan LO © Rp. 1.378.698.681.183,68
b.  Beban © Rp.  1.298.743.124.879,70
¢.  Defisit dari Non Operasional - LO . (Rp. 18.253.622.693,00)
d. Deisit dari Pos Luar Biasa - LO : (Rp. 43.769.250,00)
€. Surplus - Laporan Oserasional : Rp. 61.658.164.360,98

Bagian Keempat
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 7

Perubahan Eku:tas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang |

a. Ekuitas Awal *Rp.  2.089.707. 175.573,30
b. Surolus / Defisit LO . 2Rp. 61.658 164.360,98
c. Selisih Revaluasi Aset Tetap +:Rp 0,00
d. Koreisi Ekuitas Lainnva :[Rp 8.646.674.821,82)
e. Ekuitas Akhir

*Rp. 2.142718 665.112,4
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Bagian Kelima

Neraca

Pasal 8

 sebagaimana dimaksud paca pasal 2 ayat {1} huruf e per 31 Desember Tahun 2018 sebaga: berixut -
Jumlah Aset

:Rp. 2.155.041.394.120,03
Jumlah Kewajiban

! Rp. 12.322.729.007,57
ﬁ?.dumhh Ekuitas Dana ‘Rp. 2.142.718.665.112,46

Bagian Keenam
Laparan Arus Kas

Pasal 9

Kas scbagaimanz dimaksud dal Pasal 2 ayat
ahun 2018 sebagai berikut :

do kas awal per 1 Januari Tahun 20:8§
- Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Arus kas bersih dar{ aktivitas investasi 3
Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan
Arus kas bersih dari aktivitas Non A I
Saldo kas akhir per 31Desember tah
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Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Vmum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g takun anggaran 2018memuat informasi
Secara kuantitatif atas Pos-pos laporan keuangan,

BAB III
LAMPIRAN -LAMPIRAN

Pasal 11

awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
m Lampiran Peratu-an Daerah ini, terdiri dari :

| : Laporan Realisasi Anggaran
| 5

ringkasan LRA menurut urusan pemerin;

rincian LRA menurut urusan p

pembiayaan;

- rekapitulasi realisasi anggaran
program dan kegiatan;

pemerintahzn daerah da

Lampiran II ¢ laporan perubahan saldo
Lampiran 1 : laporan operasional;
d. Lampiran IV ¢ LPE;
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neraca,
. laporan arus kas;
. catatan atas leporan keuangan;
. daftar rekapitulasi piutang daerah;
: daftar rekapitu’asi penyisihan piutang tak tertagih;
: daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

: daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
: daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan zset tetap daerah;
: daftar rekapitulasi aset tetap;

daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
daftar rekapitulasi aset lainnya;

vpp'r-p"r-r'-p-gn,n

: daftar dana cadangan daerah;

n XVII : daftar kewajiban jangka pendek;

ran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;

XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum
dalam tahun anggaran berikutnya;

XX . ikhtisar laporan keuangan Badan

Paszl 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud
a. Laporan ikhtisar tercantum dalam Lampiran VIIl P
b Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

laerah ini.


https://onlinecamscanner.com

9 2 ®
Pasal 13

i menetapkan Peraturan Bupat tentang penjabaran pertanggungjasvaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
t dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 14

an Daerah iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
aran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal:‘ ; ;. aptus 2943

i

TUMEBA LOLO

LEVMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHU.
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
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